PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI -
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAVAAN




BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWES] SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 3¢ TAHUN 2018

TENTANG

..PEMBE.NTUKAN UNIT PELAKSANA TE

KNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS '

AS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DENGAN RAHMA’I‘ TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

tentang Pembentukan dan Susunan
dalam rangka pelaksanaan tu
Dinas Pendidikan dan Keb:
Peraturan Bupati |

Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri
pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

ASIE Undang-Undang Nomor 29 Tahup 1959  tentang

Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

3; Un'dang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesis
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

., Republik Indonesia Nomor 5494);

Q) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara :Republik Indonesia Nomor S887), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Némor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undan -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014  tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nemor 292, Tambahan Le
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

entang

mbararn



Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nemor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun
2016 Nomeor B).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
= Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan -

Dacrah adalah Kabupaten Pinrang.

Supati adalah Bupati Pinrang,
Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang,
®epala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
- al g.
Sekolah adalah Sekolah Dasar.
epala Sekolah adalah Kepala Sekolah Dasar.

Suru adalah Jabatan Fungsional pada Sekolah Dasar yang diangkat dan
Sberhentikan oleh Bupati Pinrang,
gas adalah Ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
i adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
nciar tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan

&ng merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB 11
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISAS]

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

gRgan Peraturan Bupati ini dibentuk unit pelaksana teknis satuan
=didikan formal Sekolah Dasar Negeri pada Dinas.

Mt Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
golah Dasar yang berada di Kecamatan.

Mg merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

gtar unit pelaksana tugas satuan pendidikan formal Sekolah Dasar'
Besi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tereantum dalam Lampiran |



) Bagian Kedua
Susunarn dan Strukiur Organisasi

Pasal 3
2! Susunan organisasi unit pelaksana teknis satuan pendidikan formal

Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasa} 2 terdiri darj :
2, Kepala Sekolah: dan

b. Jabatan Fungsional,
) Bagan struktur organisasi unit pe
Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam Lampiran | yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peratura

n Bupati ini.

BAB 111
TUGAS DAN FUNGSI SERTA RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala Unit Pelaksana Teknis

3
_ Pasal 4
iepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

4 mempunyal tugas membanty Kepala Dinas dalam
mengoordinasikan Sekolah Dasar Negeri sebagai jenjang pendidikan pada
Jalur pendidikan formal yang menjadi kewenangannya sesuai Peraturan
‘Perundang-und angan,
dntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepals
a5it pelaksana teknis menyelenggarakan fungs; .
& pelaksanaan kebijakan teknis pelaksana pengelolaan Sekolah Dasar
Negeri;
9. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan  kurikulum, kesiswaan,

sarana dan prasarana serta kehumasan i

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Sekolah
Dasar Negeri;
pelaksanaan administrasi unit pelaksana teknis; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas
dan fungsinya.
Bncian tugas Kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud padi

s|Enyusun rencana program dan kegiatan unit pelaksana teknis
Sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
smemantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
Bingkup unit pelaksana teknis untuk mengetahui  perkembangan
pelaksanaan tugas; '
mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan
Sekolah Dasar Negeri yang meliputi kurikulum, kesiswaan, sarana dan
Prasarana serta kehumasan;
g mengoordinasikan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar;
- mengoordinasikan  dan  melaksanakan pembinaan guru, tenaga
fungsional kependidikan, tenaga fungsional lainnya, serta membipia
hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat;
iqmgoordmasﬂcan dan mengatur pelaksanaan kegiatan
: er;



J. mgngoordinasikan pelaksanaar. kegiatan kerjasama dengan instansi
terkait dan masyarakat;
k. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan
peraturan perundang-utdangan; dan
L. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional

|

Pasal 5

t Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
{1). huruf b, terdiri dari jabatan fungsional guru dengan berbagai keahlian
fertentu dan jabatan fungsional pustakawan serta jabatan fungsional lain
yang ada di sekolah yang telah ditetapkan sesuai ketentuan perundang-
| undangan.

iJabatan fungsional guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengajarkan dan membimbing satu atau lebih mata
serdasarkan kebutuhan pengajaran di sekolah.

dabatan fungsional guru disamping fungsinya sebagai tenaga pengajar
g@apat menjadi wali kelas berdasarkan kebutuhan dan bertanggungjawab
g=pada Kepala Sekolah.

j@batan  fungsional pustakawan melaksanakan operasionalisasi
perpustakaan dan bertanggungjawab kepada Kepala selkolah.
"embentukan, jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan
gebutuhan dan beban kerja sesual dengan peraturan perundang-
=noangarn.

pelajaran

BAB IV
JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Jabatan

|
Pasal 6
2 unit pelaksana teknis satuan pendidikan formal Sekolah Dasar Negeri,
 oleh pejabat fungsional guru yang diberikan tugas tambahan.

Bagian Kedua |
Pengangkatan dan Pemberhentian

y Pasal 7

anit pelaksana teknis satuan pendidikan formal Sekolah Dasar Negeri
fmena dimaksud dalam Pasal 6, diangkat dan diberhentikan oleh
perdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 8

l2 unit pelaksana teknis, pejabat fungsional dan seluruh personil
unit pelaksana teknis melaksanakan tugas dan fungsi sesuai
gan ketentuan peraturan perundang-undangan, sertd menerapkan



prnsip hierarki, koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi,
Simp ifikasi, akuntabilitas, transparansi serta efektifitas dan efisien.

Hepala sunit pelaksana teknis melaksanakan sistemn pengendalian internal
@ lingkungan organisasinya.

fepele -unit pelaksana teknis bertanggungjawab memimpin dan
mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk
22g: pelaksanaan tugas bawahan.

wpas unit pelaksana teknis dalam melaksanakan tugasnya, melakukan
Embinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.
feoala unit pelaksana teknis dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan
$akan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
Stentuan peraturan perundang-undangan.

boala unit pelaksana teknis dan seluruh personil dalam lingkungan unit

Mlotsana teknis wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta
penyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara
et waktu kepada atasan masing-masing.

gpala unit pelaksana teknis dalam melaksanakan tugasnya, melakukan
seawasan, pemantauarn, pengendalian, dan  evaluasi, serta
Slaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesual
faitLnan.

gala unit pelaksana teknis mengembangkan koordinasi dan kerjasama
fmgan instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan
seria dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana

s :

BAB VI
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN

Pasal 9

wrdinator wilayah kecamatan merupakan unit kerja non struktural yang
gmpin oleh seorang koordinator yang berasal dari pengawas sekolah
amping tugasnya sebagai pejabat fungsional.

e-dinator wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
moas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan
Sidikan di wilayah kerjanya.

frdinator wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
gnjuk olch dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Jah koordinator wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayal
gisesuaikan dengan kebutuhan Daerah.

mk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
| kXoordinator wilayah kecamatan dapal menggunakan sarana dan
ooz serta pegawai/stal yang sebelumnya digunakan oleh Unit
S sana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VIl
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10
strukrural yang bertugas pada masing-masing Unit Pelaksana Tugas
Pendidikan dan Kebudayaan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati
o melaksanakan tugas sampai ditetapkannya Kepala Unit Pelaksana
=rdasarkan Peraturan Bupati ini.



BAB V1]
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

=oa saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pinrang
gmor 11 Tahun 2014 tentang Pembsntukan Unit Pelaksana Teknis Dinas
Eadidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang (Berita Daeral
BSupaten Pinrang Tahun 2014 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan ticdak

Pasal 12
g=turan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

= setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturpn
Bt ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang,

di Pinrang
% gal 4 sepranber 208

gngkan di Pinrang

tanggal 4 SPrawler 208

ENRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

DDIN

DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2018 NOMOR 25
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~ Mattiro Sompe;

UPT Sekolah Dasar Negeri
Mattiro Sompe;

UPT Sekolah Dasar Negeri
Mattiro Sompe;

177 Pinrang berkedudukan di Kecamaran

192 Pinrung berkedudukan o PG S

el

Mattiro Sompe;

UPT Sekolah Dasar Negeri 205 Pinrang berkedudukan di Kecamatan
Mattiro Sompe;

UPT Sekolah Dasar Negeri 206 Punrang
Mattiro Sompe;

UPT Sekolah Dasar Negeri 207
Mattiro Sompe;

UPT Sekolah Dasar Negeri 232
Mattiro Sompe;

UPT Sekolah Dasar Negeri 283
Mattiro Sompe;

UPT Sekolah Dasar ‘Negeri 284

berkedudukan  j FeCaImiatzn

Pnrang berkedudukan < Fecesirmat, .,

Pinrang berkedudukan di Kecamatan,

Pinrang berkedudukan di  Kecarmawan

Pinrang berkedudukan di Kecamaiag
.

UPT Sekolah Dasar Negeri Inpres Beru berkedudukan
Mattiro Sompe;

UPT Sekolah Dasar Negeri Inpres Mukuring
Mattiro Sompe;

UPT Sekolah Dasar
Mattiro Sompe;

UPT Sekolah Dasar Negeri
Mattiro Sompe;
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UPT Sekolah Dasar Neger
Sawitto;

UPT Sekolah Dasar Negeri 6 Pinrang berkedudukan dii Kecamatin
Sawitto;

UPT Sekolah Dasar Negeri 8 Pinrang berkedudukan di Kecamutan
Sawitto; .

UPT Sekolah Dasar Negeri 9 Pinrang berkedutiukan di Kecamatan
Sawiltto; : : _

UPT Sekolah Dasar Negeri 12 Pinrang berkedudukan di Kecamarin Warus ;
Sawiug;” )

UPT Sekolah Dasar Negeri 16 Pinrang berkedudukan di Kecamatan Watany
Sawitto; : o ,

UPT Sckolah Dasar Neger 20 Pinrang berkedudukun di Kecamatun, Water s
Sawitto; 7 i |
UPT Sekolah Dasar Negeri 21 Pinrang berkedudukan di Kecamaiin W
Sawitto; _ . !\n
UPT Sekolah Dasar Negeri 22 Pinrang berkedudukan di Kecamatan Wathny
Sawitto; .

UPT Sekolah Dasar Negeri 23 Pinrang berkedudukan d! Kecamau Wittair:
Sawitto; .

UPT Sekolah Dasar Negeri 161 Pinrang berkedudulkan di Kecamatan Watan:«
Sawitto; - ! _ Pl

UPT Sekolah Dasar Negeri 174 Pinrang berkedudukan di Kecamatan Watang
Sawitto; 3 o

UPT Sekolah Dasar Negcn 187 Pinrang berkedudukan di Kecamatun Walun s
Sawitto; -

di Kecamatan
bersedudukan di isccaniaia, !
Negert lupres Labolong berkedudukan o Recamatagg
Inpres Kapa berkedudukan di Kecamatan
s :
bt Watige
3 Pinrang berkedudukan di Kecamatan, Wiz o
Watang
3 Firavg berkedudukan di Kecamitan Watan 2
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alansg

vissaia,.
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